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BAB IV 

VAGINOPLASTY DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) 

A. Hak Asasi Manusia (HAM) 

1. Pengertian Hak Asasi Manusia  

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar melekat sejak lahir. Hak-hak 

tersebut dimiliki seseorang karena ia manusia. Hak-hak tersebut berlaku bagi 

setiap anggota umat manusia tanpa memperhatikan faktor-faktor pemisah 

seperti ras, agama, warna kulit, kepercayaan, jenis kelamin atau kebangsaan.
1
 

Hak Asasi Manusia (HAM) menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

39 tahun 1999 adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 

keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 

Anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh 

negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta 

perlindungan harkat dan martabat manusia.”
2
 

Hak asasi manusia bersifat universal dan abadi. Selain gerakan hak asasi, 

ada beberapa teori dari para ahli yang mendukung perkembangan hak asasi 

manusia. Teori hak asasi manusia:
3
 

a) Teori Perjanjian Masyarakat, teori ini menyebutkan bahwa ketika 

manusia berkeinginan membentuk negara maka semua hak yang ada 

pada manusia harus dijamin dalam undang-undang. 

                                                           
1
 Eros Djarot & Robert Haas, Hak-Hak Asasi Manusia dan Media (Human Right and The 

Media) (Jakarta: Yayasan Obor Indoonesia, 1998), Hal 13. 
2
 Prof. Dr. H. Zainudin Ali, M.A., Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hal. 
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b) Teori Trias Politika, teori ini menyatakan bahwa kekuasan negara 

dipisahkan menjadi tiga, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. 

Pemisahan ini dilakukan untuk melindungi hak asasi dan kekuasaan 

penguasa.  

c) Teori Kedaulatan Rakyat, teori ini menyatakan bahwa negara 

bertujuan untuk melindungi kepentingan rakyat, termasuk hak asasi. 

d) Teori Negara Hukum, teori ini menyatakan bahwa negara bertujuan 

untuk melindungi hak asasi dan kewajiban warga negara. 

Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita 

sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup 

sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, 

bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi 

manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, 

atau negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari terciptanya, yaitu Tuhan 

Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.  

2. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia 

Hak Asasi Manusia yang diuraikan diatas mempunyai ruang lingkup yang 

luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan sebagai berikut: 

a) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat dan hak miliknya. 

b) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia 

pribadi dimana saja dia berada. 
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c) Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan 

terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. 

d) Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan 

dengan kehidupan pribadi didalam tempat kediamannya. 

e) Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan 

komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh di ganggu, kecuali 

atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan 

Undang-Undang. 

f) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau 

perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa dan 

penghilangan nyawa. 

g) Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, 

diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. 

h) Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan 

yang damai, aman dan tentram, yang menghormati, melindungi dan 

melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar 

manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang.4 

3. Ciri-ciri Khusus Hak Asasi Manusia (HAM) 

Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak 

hak yang lain. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut:  

1) Tetap (Tidak dapat dicabut) artinya hak asasi manusia tidak dapat 

dihilangkan atau diserahkan. 

                                                           
4
 Prof. Dr. H. Zainudin Ali, M.A., Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hal. 
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2) Utuh (Tidak dapat dibagi) artinya semua orang berhak mendapatkan 

semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan 

budaya. 

3) Hakiki artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia 

yang sudah ada sejak lahir. 

4) Universal artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa 

memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. 

Persamaan adalah salah satu dari ide-ide hak asasi manusia yang 

mendasar.5 

4. Hak Asasi Perempuan 

Hak asasi Perempuan merupakan bagian dari Hak asasi manusia. Hak asasi 

perempuan, adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia 

seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan, dalam khasanah hukum 

hak asasi manusia dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum 

tentang hak asasi manusia. penegakan hak asasi perempuan merupakan bagian 

dari menegakkan hak asasi manusia. Sesuai dengan komitmen internasional 

dalam Deklarasi PBB 1993. maka perlindungan, pemenuhan dan penghormatan 

hak asasi perempuan adalah tanggung jawab semua pihak baik lembaga-

lembaga Negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) maupun Partai politik dan 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Bahkan warga Negara secara 

                                                           
5
 http://www.artikelmateri.com/2015/10/ham-hak-asasi-manusia-artikel-lengkap.html 

diakses pada minggu, 25 Juni 2018 pukul (16.23) 

http://www.artikelmateri.com/2015/10/ham-hak-asasi-manusia-artikel-lengkap.html
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perorangan punya tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi 

perempuan.
6
 

Dalam pengertian tersebut dijelaskan bahwa pengaturan mengenai 

pengakuan atas hak seorang perempuan terdapat dalam berbagai sistem hukum 

tentang hak asasi manusia. Sistem hukum tentang hak asasi manusia yang 

dimaksud adalah sistem hukum hak asasi manusia baik yang terdapat dalam 

ranah internasional maupun nasional. Khusus mengenai hak-hak perempuan 

yang terdapat dalam sistem hukum tentang hak asasi manusia dapat ditemukan 

baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan penggunaan kata-kata yang 

umum terkadang membuat pengaturan tersebut menjadi berlaku pula untuk 

kepentingan perempuan. Dalam hal ini dapat dijadikan dasar sebagai 

perlindungan dan pengakuan atas hak-hak perempuan.
7
 

Perlu diketahui lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hak-hak 

perempuan di bidang kesehatan adalah penjaminan kepada para perempuan 

untuk mendapatkan perlindungan yang lebih dan khusus. Hal ini terutama 

akibat rentannya kesehatan wanita berkaitan dengan fungsi reproduksinya. 

Seorang wanita telah mempunyai kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa untuk 

mengalami kehamilan, menstruasi setiap bulan dan juga kekuatan fisik yang 

lebih lemah dibandingkan pria. Adanya hal-hal tersebut inilah maka kemudian 

                                                           
6
 Sri Wiyanti Eddyono, Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW (Seri Bahan 

Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X), (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 

2004), hal. 1. 
7
 http://raja1987.blogspot.com/2009/12/hukum-dan-ham-terhadap-hak-perempuan.html, 

diakses pada hari minggu, 08-07-2018 (17.14) 

http://raja1987.blogspot.com/2009/12/hukum-dan-ham-terhadap-hak-perempuan.html
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dirasakan perlu untuk melakukan perlindungan yang lebih khusus kepada 

mereka perempuan.  

Dalam instrumen internasional mengenai hal tersebut dapat ditemukan 

dalam Pasal 25 (2) DUHAM yang berbunyi “ibu dan anak berhak mendapat 

perhatian dan bantuan khusus. Semua anak baik yang dilahirkan di dalam 

maupun di luar perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang sama”. 

Dan pada Pasal 12 ayat (1) Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, 

Sosial dan Budaya, serta dalam Pasal 11 butir (f), Pasal 12 dan Pasal 14 

CEDAW. Sedangkan untuk instrumen nasional dapat ditemukan dalam Pasal 

28 H UUD 1945 yaitu “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat serta berhak 

memperoleh kesehatan”. Adanya dasar pengaturan ini menunjukkan bahwa 

negara kita menjamin setiap warganya untuk mendapatkan jaminan kesehatan 

dari negara. Khusus untuk setiap wanita perlindungan kesehatan dijaminkan 

lebih lagi dalam Pasal 49 (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

HAM yang menyebutkan bahwa “perempuan berhak untuk mendapatkan 

perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap 

hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan 

dengan fungsi reproduksi wanita”. 

Hak-hak atas perempuan dan keberadaan perempuan yang sederajat 

dengan pria, perempuan selalu berada di bawah kedudukan pria. Hal ini 

seringkali terlihat terutama pada keadaan dimana perempuan untuk melakukan 

perbuatan hukum tertentu harus mendapatkan persetujuan atau di bawah 
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kekuasaan pria. Keadaan inilah yang kemudian menimbulkan kesadaran bagi 

para perempuan bahwa setiap perempuan mempunyai kedudukan yang sama 

dengan laki-laki di mata hukum, sehingga kemudian muncul salah satu hak 

perempuan lainnya yang diakui baik di tingkat internasional maupun nasional.  

Dasar hukum dalam instrumen internasional atas hak-hak perempuan ini 

secara umum dapat ditemukan dalam Pasal 7 DUHAM, Pasal 14 ayat (1) dan 

Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan secara 

khusus dalam Pasal 2 dan 15 CEDAW. Dalam instrument nasional dasar 

hukum atas hak-hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 50 UU HAM yang 

berbunyi “wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk 

melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum 

agamanya”. 

Sehubungan dengan jaminan atas hak-hak perempuan yang berhubungan 

dengan hukum dan masyarakat, terdapat beberapa permasalahan yang 

menimpa perempuan di Indonesia diantaranya:
8
 

1) Kekerasan terhadap perempuan. 

2) Perempuan sebagai korban perkosaan. 

3) Perempuan sebagai pekerja seks komersial dalam praktek prostitusi. 

4) Perempuan dan aborsi . 

5) Perempuan dan pornografi dan pornoaksi. 

6) Perdagangan perempuan. 

                                                           
8
 Mutiara Hikmah, Hak-hak Perempuan sebagai Modul Mata Kuliah Hukum dan HAM. 
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Dari berbagai kajian tentang perempuan, terlihat bahwa kaum perempuan 

sudah lama mengalami diskriminasi dan kekerasan dalam segala bidang 

kehidupan. Berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan 

telah memperburuk kondisi kehidupan perempuan dan menghambat kemajuan 

perempuan. Bermacam usaha telah lama diperjuangkan untuk melindungi hak 

asasi perempuan dan kebebasan bagi perempuan, namun sampai sekarang ini 

hasilnya belum signifikan. 

5. Perlindungan Korban Kejahatan Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi 

Manusia 

Manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon). Konsekuensi dari 

eksistensi manusia sebagai makhluk sosial adalah perlunya diciptakan suatu 

hubungan yang harmonis antara manusia yang satu dengan yang lainnya. 

Kondisi ini dapat diwujudkan melalui kehidupan saling menghormati dan 

menghargai bahwa diantara mereka terkandung adanya hak dan kewajiban. 

Dari berbagai hak yang melekat pada diri manusia, ada hak yang sangat 

fundamental dan mendasar yang diberikan kepada manusia sejak lahir sehingga 

keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat diganggu gugat, 

bahkan harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan yaitu hak asasi manusia. 

Dalam konteks hak asasi manusia, keberadaan manusia yang memiliki hak 

dan kewajibannya masing-masing, tidak dapat dipandang sebagai individu 

yang berdaulat yang dapat mempertahankan hak serta kewajibannya secara 

mutlak, melainkan harus dipandang sebagai personal sosial, yaitu oknum 

pribadi sosial yang dibina oleh masyarakat, serta mengendalikan hak asasi dan 
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hak-hak lain dimana hak itu timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat dan 

penggunaannya harus diselaraskan dengan kepentingan umum  masyarakat 

pula.
9
 

Adanya pengakuan atas hak asasi manusia atas negara berdampak pada 

perlunya di upayakan perlindungan terhadap hak-hak rakyat dari berbagai 

tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, baik dilakukan oleh 

manusia lainnya maupun oleh pemerintah. 

B. Vaginoplasty Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) 

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat sejak lahir 

yang berlaku bagi setiap umat manusia tanpa memperhatikan faktor-faktor 

pemisah seperti ras, agama, warna kulit, kepercayaan, jenis kelamin atau 

kebangsaan. Sedangkan vaginoplasty mempunyai tujuan untuk merekontruksi 

vagina yang mengalami perubahan dan kerusakan karena adanya kelaian 

bawaan dari lahir maupun disebabkan oleh suatu peristiwa seperti melahirkan 

dan sirkumsisi. Vaginoplasty adalah sebuah solusi yang digunakan untuk 

menyembuhkan berbagai macam kelainan yang muncul, antara lain: prolapsus 

uteri, sistokel, rektokel dan agnesis vagina, atau untuk mengencangkan otot-

otot vagina yang sudah mengendur. 

Korban menurut Muladi, sebagaimana dikutip oleh Suryono Ekatama, 

yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian 

sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung 

                                                           
9
 St. Harum Pudjiarto, RS, Hak Asasi Manusia, Kajian Filosofis dan Implementasinya 

dalam Hukum Pidana di Indonesia (UAJ Yogyakarta, 1999), Hal. 3. 



61 
 

telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target/ sasaran 

kejahatan.
10

 

Beberapa kasus yang mendorong untuk melakukan vaginoplasty yaitu 

seorang wanita mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau mendapatkan 

kekerasan seksual seperti pemerkosaan dan lain sebagainya. Dari kasus 

pemerkosaan tersebut ada dua pandangan para ulama yang dapat memicu untuk 

terjadinya pemerkosaan, pertama faktor dari perempuan itu sendiri,  tersebut 

memakai pakaian yang minim, sehingga dapat menarik perhatian laki-laki agar 

bisa didekatinya dan mengundang nafsu seks laki-laki ketika melihat wanita 

yang memakai pakaian minim. Kedua, perempuan yang memakai pakaian yang 

baik, sopan tetapi ada orang jahat yang mau melakukan tindakan yang hanya 

untuk memuaskan nafsu diri sendiri.  

Padahal kalau difikir secara sederhana wanita tersebut adalah korban dari 

tindakan kejahatan tersebut, tetapi dalam hal tersebut wanita itu juga 

disalahkan atas tindakan yang tidak diperbuat. Bukan menjadi alasan kalau 

seorang wanita memakai pakaian yang minim itu mengundang nafsu seks laki-

laki, memang dari seorang laki-laki sendiri yang mempunyai kelaian dan tidak 

bisa mengontrol nafsu seksualnya itu. 

Dari uraian diatas menunjukkan bentuk ketidakadilan gender. Orang yang 

melakukan tindak kriminal pemerkosaan tersebut, memahami bahwa hak 

perempuan masih rendah. Memperlakukan perempuan seperti itu sama halnya 

mereka sudah berani menginjak-injak hak dan martabat yang dimiliki oleh 

                                                           
10

 Suryono Ekatama, et.al, Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan, (UAJ 

Yogyakarta, 2000), Hal. 176. 
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seorang wanita. Ini berlandaskan pada KUHP pasal 289. “barangsiapa dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau 

membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan 

perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara 

paling lama 9 tahun.
11

 

Seorang wanita yang menjadi korban pelecehan seksual atau pemerkosaan 

masih mempunyai hak untuk membela dirinya agar bisa keluar dari 

permasalahan tersebut. Orang yang habis diperkosa pasti akan meninggalkan 

bekas atau luka pada diri si korban pemerkosaan. Dari situ bisa di jadikan bukti 

untuk menuntut orang yang telah berani sewenang-wenang pada wanita. Tetapi 

kebanyakan dari mereka tidak mau melaporkan kasus tindak kriminal itu 

kepada yang berwajib. Karena jika dilaporkan akan membuat si korban 

semakin ketakutan ketika melihat wajah si pelaku. Maka dari itu mereka lebih 

memilih diam dan menanggung beban yang di bawa si korban.  

Untuk menghindari beban yang akan ditanggung kebanyakan dari mereka 

melakukan vaginoplasty atau merapatkan kembali vagina yang sudah 

mengendur akibat hubungan seksual, karena itu adalah sebuah aib yang harus 

di rahasiakan. dengan dilakukannya vaginoplasty maka, ia bisa kembali 

menjalani kehidupannya secara normal, dan tertolong untuk kembali hidup 

berguna dan kebahagiaan, masyarakat pun senang kepadanya. Jadi ia harus 

mengambil keputusan tersebut. 

                                                           
11

 KUHP dan KUHAP, Surat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 

Tentang Perubahan Pasal 154dan 156 Dalam KUHP. 
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Seorang wanita mempunyai hak untuk bisa melakukan vaginoplasty 

dengan syarat terdapat unsur kemaslahatan dan kemudharatan. Karena di dalam 

Hak asasi manusia terdapat ruang lingkup yang menjelaskan bahwa setiap 

orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, 

aman dan tentram, yang menghormati melindungi, dan melaksanakan 

sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana 

diatur dalam undang-undang.
12

 

Jadi dari paparan materi yang tertera di bab-bab sebelumnya, penulis 

menyimpulkan bahwa vaginoplasty menurut pandangan hak asasi manusia 

(HAM) itu boleh dilakukan jika itu hal yang harus dilakukan untuk melindungi 

diri dari marabahaya, menjaga nama baik keluarga, dan menghindarkan 

prasangka buruk dari masyarakat. Ini berlandaskan pada KUHP pasal 289. 
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 Prof. Dr. H. Zainudin Ali, M.A., sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hal. 

91. 


